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DRAF WAWANCARA PENELITIAN
Judul Penelitian:
Implementasi Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dalam Tahap Penyidikan Di Polres Mandailing Natal (Studi Kasus Di Polres Mandailing Natal)

Nama Peneliti:
Muhammad Kholil

Narasumber:
Penyidik Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal

Lokasi Wawancara:
Polres Mandailing Natal

A. Implementasi Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Tahap Penyidikan di Polres Mandailing Natal

1. Bagaimana penyidik memahami ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?


Jawaban: Pasal 310 ayat (4) kami pahami sebagai ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas hingga orang lain meninggal dunia. Unsur yang harus dibuktikan meliputi adanya pengemudi dan kendaraan bermotor, bentuk kelalaian, terjadinya kecelakaan, akibat kematian, serta hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kematian korban. Ancaman pidananya paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00.

2. Bagaimana penerapan Pasal 310 ayat (4) dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polres Mandailing Natal?


Jawaban: Penerapannya tidak hanya didasarkan pada fakta bahwa korban meninggal dunia. Dalam perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/186/VI/2025/SPKT/Polres Mandailing Natal/Polda Sumatera Utara, penyidik mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa tersangka Pandri Wahyu bin Basri Lumban Tobing, meminta visum, menyita kendaraan, dan menilai kondisi tempat kejadian untuk membuktikan unsur kelalaian. Setelah unsur formil dan materiil terpenuhi, perkara disangkakan dengan Pasal 310 ayat (4) dan berkasnya dinyatakan lengkap oleh jaksa.

3. Bagaimana langkah awal penyidik setelah menerima laporan polisi terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?


Jawaban: Setelah laporan diterima, penyidik mencatat identitas pelapor dan peristiwa, membuat laporan polisi, serta segera menuju tempat kejadian. Langkah berikutnya adalah menolong atau memastikan penanganan korban, mengamankan lokasi, mencari saksi, mencatat kendaraan yang terlibat, dan melakukan dokumentasi awal. Penyidik kemudian menerbitkan administrasi penyidikan serta memulai pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti.

4. Bagaimana penyidik melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas?


Jawaban: Tindakan pertama di tempat kejadian dilakukan dengan mengamankan lokasi agar keadaan tidak semakin berubah, mengatur arus lalu lintas, dan memastikan korban mendapat pertolongan. Penyidik melakukan pemotretan, pengukuran, pencatatan jejak dan posisi kendaraan, serta membuat sketsa tempat kejadian. Kendaraan dan benda yang berkaitan kemudian diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

5. Apa saja hal yang diperiksa penyidik di tempat kejadian perkara untuk mengetahui kronologi kecelakaan?


Jawaban: Hal yang diperiksa meliputi posisi awal dan akhir kendaraan, posisi korban, arah datangnya kendaraan, titik benturan, jejak pengereman, kerusakan kendaraan, lebar dan kondisi jalan, penerangan, cuaca, serta kondisi lalu lintas. Penyidik juga menilai jarak pandang dan kemungkinan pengemudi melakukan pengereman atau menghindar. Semua temuan tersebut dicocokkan dengan keterangan saksi dan pengemudi untuk menyusun kronologi.

6. Bagaimana penyidik mencatat identitas korban, pengemudi, dan saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas?


Jawaban: Identitas korban, pengemudi, dan saksi dicatat berdasarkan kartu identitas atau dokumen resmi serta dituangkan dalam laporan polisi dan berita acara pemeriksaan. Penyidik juga mencatat alamat, pekerjaan, hubungan saksi dengan peristiwa, nomor kendaraan, SIM, dan STNK pengemudi. Pencatatan harus lengkap agar pemanggilan, pemeriksaan, dan penelusuran tanggung jawab hukum dapat dilakukan secara jelas.

7. Bagaimana penyidik mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas?


Jawaban: Barang bukti diamankan sejak tempat kejadian dengan mencatat kondisi, lokasi, dan cara barang tersebut ditemukan. Kendaraan dibawa ke tempat penyimpanan yang aman, kemudian dibuat berita acara penyitaan dan dimintakan persetujuan atau penetapan penyitaan kepada pengadilan sesuai prosedur. Penyidik juga menjaga agar barang bukti tidak digunakan, dipindahkan, atau diperbaiki sebelum pemeriksaan selesai.

8. Apa saja barang bukti yang biasanya diamankan penyidik dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?


Jawaban: Barang bukti yang biasanya diamankan adalah kendaraan yang terlibat, SIM dan STNK, bagian kendaraan yang rusak atau terlepas, pakaian atau benda milik korban apabila relevan, foto dan sketsa tempat kejadian, serta dokumen medis dan visum. Dalam perkara ini, kendaraan yang dikemudikan tersangka menjadi barang bukti utama untuk menghubungkan pengemudi dengan peristiwa kecelakaan. Bukti lain seperti jejak benturan dan dokumentasi lokasi juga mendukung rekonstruksi kejadian.

9. Bagaimana penyidik membuktikan bahwa kendaraan yang disita benar memiliki hubungan dengan peristiwa kecelakaan?


Jawaban: Hubungan kendaraan dengan kecelakaan dibuktikan melalui keterangan saksi dan pengemudi, nomor polisi dan dokumen kendaraan, posisi kendaraan ketika diamankan, serta kerusakan atau bekas benturan yang sesuai dengan peristiwa. Penyidik mencocokkan keadaan kendaraan dengan sketsa, foto tempat kejadian, dan luka korban. Apabila seluruh fakta tersebut saling bersesuaian, kendaraan dapat dinyatakan berkaitan langsung dengan perkara.

10. Bagaimana proses pemeriksaan saksi dilakukan dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut?

Jawaban: Saksi diperiksa secara terpisah dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Penyidik menggali apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi, terutama keadaan sebelum, saat, dan setelah kecelakaan. Keterangan saksi kemudian dibandingkan satu sama lain serta dicocokkan dengan kondisi tempat kejadian dan barang bukti agar diperoleh kronologi yang objektif.

11. Bagaimana penyidik menggali keterangan saksi mengenai posisi korban, arah datangnya kendaraan, kondisi jalan, dan penerangan di lokasi kejadian?

Jawaban: Penyidik mengajukan pertanyaan terperinci mengenai posisi korban, arah pergerakan kendaraan, jarak antara saksi dengan lokasi, kondisi penerangan, dan keadaan jalan. Dalam perkara ini, keterangan Khairina Pratama dan Pudun Martua Lubis digunakan untuk menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi pada malam hari di Jalan Lintas Timur Sipolu-Polu serta berkaitan dengan kurangnya kehati-hatian pengemudi terhadap pejalan kaki. Keterangan tersebut tetap diuji dengan bukti fisik dan dokumen lain.

12. Bagaimana penyidik membuktikan unsur kelalaian pengemudi dalam perkara kecelakaan lalu lintas?

Jawaban: Unsur kelalaian dibuktikan dengan menilai apakah pengemudi telah memenuhi standar kehati-hatian yang wajar. Penyidik melihat konsentrasi pengemudi, cara mengendalikan kendaraan, perhatian terhadap pejalan kaki, kecepatan, jarak pandang, kesempatan menghindar, dan kondisi jalan. Dalam perkara Pandri Wahyu, tidak adanya niat mencelakai tidak menghapus pidana apabila terbukti pengemudi kurang waspada sehingga menabrak korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

13. Apa indikator yang digunakan penyidik untuk menilai adanya kelalaian atau kurang hati-hati dari pengemudi?

Jawaban: Indikator kelalaian antara lain tidak memperhatikan keadaan jalan, tidak mengurangi kecepatan ketika terdapat pejalan kaki, terlambat mengerem, tidak menjaga kendali kendaraan, atau tidak mengantisipasi bahaya yang seharusnya dapat diperkirakan. Penyidik juga menilai apakah pengemudi memiliki kesempatan yang cukup untuk menghindari benturan. Penilaian tidak hanya didasarkan pada akibat kematian, tetapi pada tindakan pengemudi sebelum benturan terjadi.

14. Bagaimana penyidik menilai kecepatan kendaraan, jarak pandang, kondisi jalan, dan kemampuan pengemudi dalam mengendalikan kendaraan?

Jawaban: Kecepatan dinilai dari keterangan saksi dan tersangka, kondisi kerusakan, jejak pengereman, jarak kendaraan dari titik benturan, serta keadaan jalan. Jarak pandang dinilai dari penerangan, bentuk jalan, cuaca, dan adanya hambatan visual. Kemampuan pengemudi mengendalikan kendaraan dianalisis dari tindakan pengereman, perubahan arah, posisi akhir kendaraan, dan apakah pengemudi seharusnya dapat mengantisipasi korban.

15. Bagaimana penyidik membuktikan hubungan sebab akibat antara kelalaian pengemudi dengan meninggalnya korban?

Jawaban: Hubungan sebab akibat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa kecelakaan dan kematian korban merupakan akibat dari kelalaian pengemudi, bukan sebab lain yang berdiri sendiri. Penyidik mencocokkan kronologi benturan, keterangan saksi, kondisi kendaraan, dan hasil visum. Apabila korban meninggal setelah tertabrak kendaraan dan bukti medis menunjukkan luka yang berkaitan dengan kecelakaan, sedangkan kelalaian pengemudi terbukti, hubungan kausal dapat dibangun.

16. Bagaimana peran visum et repertum dalam membuktikan akibat meninggal dunia pada perkara Pasal 310 ayat (4)?

Jawaban: Visum et repertum merupakan bukti surat yang menjelaskan kondisi medis korban dan akibat yang dialaminya. Dalam perkara Pasal 310 ayat (4), visum membantu membuktikan bahwa korban benar meninggal dunia serta menerangkan luka atau trauma yang berkaitan dengan kecelakaan. Visum kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi, kendaraan, dan kondisi tempat kejadian.

17. Mengapa penyidik perlu meminta visum et repertum terhadap korban kecelakaan lalu lintas?

Jawaban: Visum diperlukan agar akibat meninggal dunia tidak hanya didasarkan pada keterangan keluarga atau pengamatan umum. Dokumen tersebut dibuat oleh dokter berdasarkan pemeriksaan medis dan memberikan dasar objektif mengenai kondisi korban. Dengan adanya visum, penyidik dapat memperkuat unsur akibat dan hubungan antara benturan kendaraan dengan kematian korban.

18. Bagaimana penyidik menggunakan hasil visum dalam menyusun konstruksi perkara?

Jawaban: Hasil visum digunakan bersama alat bukti lain untuk menyusun rangkaian peristiwa. Penyidik menghubungkan jenis luka dan penyebab kematian dengan titik benturan, kerusakan kendaraan, serta keterangan saksi dan tersangka. Visum tidak berdiri sendiri, tetapi memperkuat konstruksi bahwa kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengemudi mengakibatkan korban meninggal dunia.

19. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan dalam perkara kecelakaan lalu lintas?

Jawaban: Tersangka diperiksa setelah penyidik memiliki dasar yang cukup dari laporan, keterangan saksi, dan barang bukti. Pemeriksaan dilakukan dengan menjelaskan identitas, hak-hak tersangka, peristiwa yang disangkakan, cara mengemudi, keadaan jalan, tindakan sebelum dan setelah benturan, serta alasan tidak dapat menghindari korban. Keterangan tersangka dituangkan dalam berita acara dan diuji dengan bukti lain.

20. Bagaimana penyidik memastikan hak-hak tersangka tetap terpenuhi selama proses pemeriksaan?

Jawaban: Hak tersangka dipenuhi dengan memberikan penjelasan mengenai sangkaan, hak memberikan keterangan secara bebas, hak mendapat bantuan hukum, hak menghubungi keluarga, dan hak memperoleh perlakuan yang manusiawi. Pemeriksaan tidak boleh dilakukan dengan tekanan atau paksaan. Setiap tindakan penyidikan harus dicatat dalam administrasi perkara agar dapat diuji secara hukum.

21. Apakah tersangka diberikan kesempatan untuk didampingi penasihat hukum dalam proses penyidikan?

Jawaban: Ya. Dalam perkara ini tersangka diberikan pendampingan penasihat hukum sebagai bagian dari pemenuhan hak dalam proses penyidikan. Pendampingan tersebut penting agar pemeriksaan berlangsung sesuai hukum acara, tersangka memahami kedudukannya, dan keterangan diberikan secara bebas. Penunjukan penasihat hukum juga menjadi salah satu dokumen yang melengkapi berkas perkara.

22. Bagaimana penyidik menilai keterangan tersangka mengenai kronologi kecelakaan?

Jawaban: Keterangan tersangka dinilai sebagai salah satu sumber informasi, tetapi tidak diterima begitu saja. Penyidik memeriksa konsistensi keterangannya mengenai arah kendaraan, kecepatan, posisi korban, tindakan pengereman, dan pertolongan setelah kejadian. Keterangan tersebut kemudian diuji dengan saksi, kondisi tempat kejadian, visum, dan barang bukti kendaraan.

23. Bagaimana penyidik membandingkan keterangan tersangka dengan keterangan saksi dan barang bukti?

Jawaban: Perbandingan dilakukan dengan menyusun setiap versi kronologi dan mencari bagian yang bersesuaian maupun berbeda. Apabila tersangka menyatakan kecelakaan terjadi tiba-tiba, penyidik menilai apakah keadaan jalan, jarak pandang, dan posisi korban mendukung pernyataan tersebut. Bukti objektif seperti sketsa, foto, kerusakan kendaraan, dan visum dipakai untuk menentukan keterangan yang paling dapat dipercaya.

24. Bagaimana koordinasi penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan berkas perkara?

Jawaban: Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dilakukan sejak pengiriman berkas tahap pertama dan selama pemenuhan petunjuk jaksa. Penyidik memastikan unsur Pasal 310 ayat (4), alat bukti, dan dokumen administrasi telah tersusun secara lengkap. Apabila terdapat kekurangan atau petunjuk P-19, penyidik segera melengkapinya hingga berkas perkara memperoleh status P-21.

25. Bagaimana penyidik memastikan berkas perkara memenuhi syarat formil dan materiil sebelum dinyatakan lengkap atau P-21?

Jawaban: Syarat formil diperiksa melalui kelengkapan laporan polisi, surat perintah penyidikan, BAP saksi dan tersangka, surat penyitaan, penetapan sita, permintaan dan hasil visum, serta dokumen bantuan hukum. Syarat materiil dipenuhi dengan uraian perbuatan, pembuktian kelalaian, akibat kematian, hubungan sebab akibat, dan keterkaitan barang bukti. Pengecekan dilakukan berulang sebelum berkas dikirim agar tidak dikembalikan oleh jaksa.

B. Kendala dan Upaya Penyidik Polres Mandailing Natal dalam Mengatasi Kendala pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

26. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?

Jawaban: Kendala yang dihadapi meliputi sulitnya memperoleh kronologi yang utuh, saksi tidak melihat seluruh kejadian, perbedaan keterangan, peristiwa pada malam hari, tidak tersedianya CCTV, kesulitan membuktikan kelalaian dan titik benturan, keterlambatan visum, pengamanan kendaraan, serta tekanan sosial dari keluarga para pihak. Selain itu, kelengkapan administrasi dan keterbatasan sarana teknis juga dapat memperlambat penyidikan.

27. Mengapa penyidik sering mengalami kesulitan dalam memperoleh kronologi kejadian secara utuh?

Jawaban: Kecelakaan berlangsung sangat cepat sehingga saksi biasanya hanya melihat bagian tertentu dari peristiwa. Posisi kendaraan dan korban juga dapat berubah ketika dilakukan pertolongan atau pengaturan lalu lintas. Karena itu, penyidik harus menyusun kronologi dari potongan keterangan, bukti fisik, kondisi lokasi, dan dokumen medis.

28. Bagaimana kendala penyidik apabila saksi tidak melihat langsung seluruh rangkaian kecelakaan?

Jawaban: Apabila saksi tidak melihat seluruh rangkaian, penyidik membatasi keterangannya pada hal yang benar-benar dilihat atau didengar. Kekurangan tersebut dilengkapi melalui saksi lain, keterangan tersangka, sketsa, posisi kendaraan, kerusakan, dan visum. Keterangan parsial tetap berguna sepanjang saling bersesuaian dan didukung bukti objektif.

29. Bagaimana penyidik menyikapi adanya perbedaan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya?

Jawaban: Perbedaan keterangan tidak langsung membuat seluruh keterangan tidak dapat digunakan. Penyidik memeriksa ulang waktu, posisi, jarak pandang, dan sudut pandang masing-masing saksi untuk mengetahui penyebab perbedaan. Bagian yang konsisten dicocokkan dengan tempat kejadian dan barang bukti, sedangkan perbedaan yang penting dapat diklarifikasi melalui pemeriksaan tambahan atau rekonstruksi.

30. Bagaimana penyidik menilai keterangan saksi apabila peristiwa kecelakaan terjadi pada malam hari?

Jawaban: Keterangan saksi pada malam hari dinilai dengan mempertimbangkan kualitas penerangan, jarak saksi dari lokasi, arah pandang, dan lamanya saksi melihat peristiwa. Penyidik tidak memaksakan saksi menerangkan hal yang tidak terlihat jelas. Keterangan tersebut harus didukung oleh bukti fisik dan keterangan lain sebelum digunakan untuk menyimpulkan posisi atau kecepatan kendaraan.

31. Apakah faktor penerangan jalan, jarak pandang, dan kondisi lalu lintas menjadi kendala dalam pembuktian perkara?

Jawaban: Ya, faktor tersebut dapat menjadi kendala karena memengaruhi kemampuan pengemudi dan saksi melihat keadaan di jalan. Penerangan yang kurang, jarak pandang terbatas, atau arus lalu lintas tertentu dapat mempersulit penentuan apakah kecelakaan dapat dihindari. Namun, faktor tersebut juga menjadi bagian yang dianalisis untuk menilai standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan pengemudi.

32. Bagaimana penyidik mengatasi keterbatasan bukti visual seperti rekaman CCTV atau dokumentasi kecelakaan?

Jawaban: Apabila tidak ada CCTV, penyidik memaksimalkan keterangan saksi, kondisi fisik tempat kejadian, sketsa, foto setelah kejadian, kerusakan kendaraan, dan hasil visum. Penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan tambahan atau rekonstruksi untuk menguji kemungkinan kronologi. Ketiadaan rekaman visual tidak menutup pembuktian selama alat bukti lain saling bersesuaian.

33. Bagaimana penyidik membuktikan unsur kelalaian apabila tidak ada rekaman visual kejadian?

Jawaban: Kelalaian tetap dapat dibuktikan melalui gabungan keterangan saksi, pengakuan atau keterangan tersangka, posisi kendaraan, kondisi jalan, jarak pandang, jejak benturan, dan hasil pemeriksaan medis. Penyidik menilai apakah pengemudi melakukan tindakan pencegahan yang patut dan apakah kecelakaan seharusnya dapat dihindari. Kesimpulan harus dibangun dari keseluruhan bukti, bukan dugaan semata.

34. kendala penyidik dalam membuktikan titik benturan atau posisi kendaraan pada saat kecelakaan terjadi?

Jawaban: Titik benturan dapat sulit ditentukan apabila tidak ada tanda yang jelas atau lokasi telah berubah. Penyidik menelusurinya dari pecahan atau bagian kendaraan, noda, jejak pengereman, posisi akhir kendaraan dan korban, serta keterangan saksi. Ketepatan pengukuran dan dokumentasi awal sangat penting karena sedikit perbedaan posisi dapat memengaruhi analisis kelalaian.

35. Bagaimana penyidik mengatasi kendala apabila barang bukti kendaraan telah berubah posisi setelah kecelakaan?

Jawaban: Apabila kendaraan telah dipindahkan untuk pertolongan atau kelancaran lalu lintas, penyidik mencatat siapa yang memindahkan, posisi semula berdasarkan saksi, dan alasan pemindahan. Posisi tersebut direkonstruksi melalui foto, sketsa, jejak di jalan, dan keterangan para pihak. Perubahan posisi harus dijelaskan dalam berkas agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran.

36. Bagaimana penyidik memastikan barang bukti tetap aman dan tidak berubah selama proses penyidikan?

Jawaban: Barang bukti diberi identitas, dicatat kondisinya, dibuatkan berita acara penyitaan, dan disimpan di tempat yang ditentukan. Akses terhadap kendaraan dibatasi agar tidak diperbaiki, digunakan, atau diubah sebelum pemeriksaan selesai. Penyidik juga meminta penetapan penyitaan dari pengadilan untuk menjamin keabsahan penguasaan barang bukti.

37. Apakah tekanan sosial dari keluarga korban atau pihak tersangka menjadi kendala dalam penyidikan?

Jawaban: Tekanan sosial dapat muncul karena keluarga korban menghendaki proses cepat atau hukuman berat, sedangkan pihak tersangka dapat meminta penyelesaian kekeluargaan. Kondisi tersebut dapat menjadi kendala apabila memengaruhi saksi atau menghambat pemeriksaan. Penyidik harus tetap bekerja berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum, bukan tekanan salah satu pihak.

38. Bagaimana penyidik menjaga objektivitas ketika terdapat tekanan dari para pihak yang terlibat dalam perkara?

Jawaban: Objektivitas dijaga dengan mencatat seluruh tindakan penyidikan, memeriksa semua pihak secara seimbang, dan mendasarkan kesimpulan pada alat bukti yang sah. Penyidik menjelaskan kepada keluarga korban maupun tersangka bahwa proses hukum memiliki tahapan dan standar pembuktian. Setiap keberatan atau informasi tambahan tetap diterima, tetapi harus diverifikasi secara profesional.

39. Bagaimana penyidik menyikapi adanya perdamaian antara keluarga korban dan pihak tersangka?

Jawaban: Perdamaian dicatat sebagai bagian dari sikap para pihak dan dapat menunjukkan itikad baik, pemberian santunan, atau pemulihan hubungan. Namun, penyidik tetap menilai apakah unsur Pasal 310 ayat (4) telah terpenuhi. Dalam perkara yang menimbulkan korban meninggal dunia, kesepakatan damai tidak otomatis menghapus kewajiban penyidik untuk melanjutkan proses.

40. Apakah perdamaian antara para pihak dapat menghentikan proses pidana dalam perkara Pasal 310 ayat (4)?

Jawaban: Tidak. Perdamaian tidak serta-merta menghentikan proses pidana karena Pasal 310 ayat (4) menyangkut akibat serius berupa hilangnya nyawa dan kepentingan umum dalam keselamatan lalu lintas. Perdamaian dapat dicantumkan dalam berkas dan menjadi pertimbangan pada tahap berikutnya, tetapi penghentian perkara harus tetap memiliki dasar hukum yang sah.

41. Bagaimana upaya penyidik dalam membangun alat bukti apabila keterangan saksi kurang lengkap?

Jawaban: Apabila keterangan saksi kurang lengkap, penyidik mencari saksi tambahan, melakukan pemeriksaan ulang, mendalami keterangan tersangka, dan mengoptimalkan bukti fisik di tempat kejadian. Foto, sketsa, kendaraan, visum, dokumen kendaraan, serta kemungkinan rekonstruksi digunakan untuk menutup kekurangan informasi. Setiap alat bukti harus dihubungkan agar membentuk rangkaian yang konsisten.

42. Bagaimana upaya penyidik dalam memperkuat pembuktian unsur kelalaian pengemudi?

Jawaban: Pembuktian kelalaian diperkuat dengan analisis lebih rinci mengenai kecepatan, konsentrasi, jarak pandang, kondisi jalan, tindakan pengereman, dan kesempatan menghindar. Penyidik membandingkan standar pengemudi yang berhati-hati dengan tindakan nyata tersangka. Apabila diperlukan, pemeriksaan kendaraan atau pendapat teknis digunakan untuk memastikan apakah faktor kendaraan turut menyebabkan kecelakaan.

43. Bagaimana upaya penyidik dalam mempercepat permintaan visum et repertum kepada pihak rumah sakit?

Jawaban: Penyidik segera mengirim surat permintaan visum kepada rumah sakit atau fasilitas kesehatan dan berkoordinasi dengan petugas medis mengenai kelengkapan data korban. Dokumen identitas, waktu kejadian, dan kebutuhan pemeriksaan disampaikan secara jelas agar visum dapat diproses tanpa kesalahan administrasi. Tindak lanjut dilakukan secara aktif karena visum merupakan bukti penting untuk membuktikan akibat kematian.

44. Bagaimana upaya penyidik dalam melengkapi dokumen administrasi penyidikan agar tidak dikembalikan oleh jaksa?

Jawaban: Penyidik menggunakan daftar pemeriksaan administrasi yang mencakup seluruh surat perintah, BAP, visum, penyitaan, penetapan sita, bantuan hukum, dan dokumen pendukung. Berkas diperiksa kembali oleh penyidik dan atasan sebelum diserahkan kepada jaksa. Koordinasi awal dengan Jaksa Penuntut Umum membantu mengetahui kekurangan lebih cepat sehingga dapat diperbaiki sebelum menjadi P-19.

45. Bagaimana penyidik mengatasi kendala teknis dan yuridis agar perkara tetap dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan?

Jawaban: Kendala teknis diatasi dengan memaksimalkan olah tempat kejadian, dokumentasi, pemeriksaan saksi, dan koordinasi dengan pihak terkait. Kendala yuridis diatasi dengan memastikan setiap tindakan memiliki dasar hukum, alat bukti memenuhi ketentuan, dan unsur pasal diuraikan secara jelas. Penyidik juga menindaklanjuti petunjuk jaksa sampai berkas memenuhi syarat untuk dilimpahkan.

C. Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Polres Mandailing Natal
46. Bagaimana penyidik menilai efektivitas pelaksanaan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 310 ayat (4)?

Jawaban: Efektivitas dinilai dari apakah penyidikan mampu membuat terang peristiwa, menentukan pihak yang bertanggung jawab, memenuhi unsur Pasal 310 ayat (4), dan menyusun berkas yang dapat dilanjutkan ke penuntutan. Dalam perkara ini, proses dinilai cukup efektif karena saksi dan tersangka diperiksa, visum diperoleh, barang bukti disita, hak tersangka dipenuhi, dan berkas dinyatakan P-21. Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan pada sarana dan kemampuan analisis kecelakaan.

47. Apa indikator yang digunakan untuk menilai bahwa penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas telah berjalan efektif?

Jawaban: Indikatornya antara lain kecepatan respons terhadap laporan, kelengkapan olah tempat kejadian, kualitas pemeriksaan saksi dan tersangka, keabsahan penyitaan, tersedianya visum, terpenuhinya hak tersangka, serta ketepatan penerapan pasal. Indikator akhir yang penting adalah berkas diterima dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Efektivitas juga dilihat dari kemampuan memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban dan tersangka.

48. Apakah terpenuhinya pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, visum, penyitaan barang bukti, dan kelengkapan berkas dapat menjadi ukuran efektivitas penyidikan?

Jawaban: Ya. Terpenuhinya seluruh tahapan tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah menjalankan aspek substantif dan administratif penyidikan. Namun, ukuran efektivitas bukan hanya banyaknya dokumen, melainkan juga kualitas dan kesesuaian alat bukti dalam membuktikan kelalaian, hubungan sebab akibat, dan kematian korban.

49. Bagaimana penyidik menilai status P-21 dalam menentukan efektivitas penyidikan?

Jawaban: Status P-21 merupakan indikator penting karena menunjukkan Jaksa Penuntut Umum menilai berkas telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dituntut. Dalam perkara Pandri Wahyu, P-21 diterbitkan melalui Surat Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nomor B-2371/L.2.28/Eoh.1/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025. Status tersebut menunjukkan penyidikan tidak berhenti pada laporan, tetapi berhasil dilanjutkan ke tahap penuntutan.

50. Apakah berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bahwa proses penyidikan telah berjalan sesuai prosedur?

Jawaban: Secara umum, ya, karena P-21 menunjukkan bahwa dokumen administrasi dan pembuktian telah dinilai cukup oleh jaksa. Namun, P-21 bukan berarti seluruh tindakan penyidikan tidak dapat dievaluasi lagi. Penyidik tetap harus memastikan bahwa prosedur, hak tersangka, keabsahan barang bukti, dan objektivitas pemeriksaan telah dipenuhi sejak awal.

51. Bagaimana efektivitas koordinasi antara penyidik Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal dengan Jaksa Penuntut Umum?

Jawaban: Koordinasi dinilai efektif apabila petunjuk jaksa dapat diterima dan dilaksanakan dengan cepat serta komunikasi berlangsung sejak penyusunan berkas. Dalam perkara ini, koordinasi tersebut menghasilkan berkas P-21 sehingga kebutuhan pembuktian pada tahap penuntutan telah dipenuhi. Koordinasi yang lebih awal juga mengurangi risiko berkas bolak-balik karena kekurangan dokumen.

52. Bagaimana efektivitas koordinasi penyidik dengan rumah sakit dalam memperoleh visum et repertum?

Jawaban: Koordinasi dengan rumah sakit cukup efektif apabila permintaan visum dapat diproses dan hasilnya diterima untuk melengkapi berkas. Penyidik harus menyampaikan permintaan secara resmi, data korban secara lengkap, dan melakukan tindak lanjut apabila terdapat keterlambatan. Kecepatan memperoleh visum sangat memengaruhi kecepatan penyusunan konstruksi perkara.

53. Bagaimana efektivitas koordinasi penyidik dengan pengadilan dalam proses persetujuan penyitaan barang bukti?

Jawaban: Koordinasi dengan pengadilan diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau penetapan penyitaan kendaraan dan barang bukti. Efektivitasnya dilihat dari kelengkapan permohonan, kecepatan penetapan, dan tidak adanya cacat administrasi pada penyitaan. Penyitaan yang sah memastikan barang bukti dapat digunakan secara kuat dalam proses penuntutan dan persidangan.

54. Apakah sarana pendukung penyidikan sudah memadai dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?

Jawaban: Sarana yang tersedia dapat digunakan untuk menjalankan penyidikan, tetapi belum selalu ideal. Perkara kecelakaan membutuhkan alat dokumentasi, alat ukur, kendaraan operasional, perlengkapan pengamanan lokasi, dan tempat penyimpanan kendaraan yang memadai. Keterbatasan sarana dapat ditutupi sementara dengan ketelitian penyidik, tetapi peningkatan fasilitas tetap diperlukan.

55. Apa saja sarana pendukung yang dibutuhkan penyidik untuk meningkatkan efektivitas penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas?

Jawaban: Sarana yang dibutuhkan meliputi kamera dan perangkat dokumentasi yang baik, alat ukur jarak dan kemiringan jalan, lampu penerangan portabel, perangkat pemetaan atau rekonstruksi, kendaraan operasional, alat pemeriksaan teknis kendaraan, serta tempat penyimpanan barang bukti yang aman. Akses terhadap rekaman CCTV dan sistem administrasi digital juga dapat mempercepat pengumpulan serta pengelolaan bukti.

56. Bagaimana kemampuan teknis penyidik dalam menganalisis kecelakaan lalu lintas memengaruhi efektivitas penyidikan?

Jawaban: Kemampuan teknis menentukan kualitas pembacaan tempat kejadian, penentuan titik benturan, analisis kecepatan, jarak pengereman, dan hubungan sebab akibat. Penyidik yang memahami aspek teknis dapat membedakan kecelakaan yang sulit dihindari dengan kecelakaan yang terjadi karena kurang hati-hati. Kemampuan tersebut membuat penerapan pasal lebih tepat dan berkas lebih kuat.

57. Apakah pelatihan teknis analisis kecelakaan lalu lintas diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyidikan?

Jawaban: Ya. Pelatihan diperlukan agar penyidik mampu menggunakan alat ukur, membaca pola kerusakan kendaraan, membuat sketsa yang akurat, melakukan rekonstruksi, serta menghubungkan temuan teknis dengan unsur hukum. Pelatihan juga penting untuk mengikuti perkembangan kendaraan dan teknologi dokumentasi kecelakaan.

58. Bagaimana penyidik menilai penerapan Pasal 310 ayat (4) sebagai dasar hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?

Jawaban: Pasal 310 ayat (4) merupakan dasar hukum yang tepat apabila pengemudi kendaraan bermotor terbukti lalai dan kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pasal tersebut memberikan kerangka yang jelas mengenai subjek, bentuk kesalahan, peristiwa kecelakaan, dan akibat. Penerapannya harus tetap didasarkan pada alat bukti dan tidak sekadar pada beratnya akibat.

59. Apakah Pasal 310 ayat (4) cukup efektif digunakan sebagai dasar hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia?

Jawaban: Pasal tersebut cukup efektif karena memberikan dasar pertanggungjawaban pidana dan ancaman sanksi yang jelas terhadap kelalaian yang berakibat fatal. Dalam perkara ini, ketentuan tersebut dapat digunakan sampai berkas dinyatakan P-21. Efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan penyidik membuktikan unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat secara objektif.

60. Mengapa Pasal 310 ayat (4) tidak dapat diterapkan secara otomatis terhadap setiap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?

Jawaban: Tidak setiap kecelakaan dengan korban meninggal otomatis terjadi karena kelalaian pengemudi. Kecelakaan dapat dipengaruhi kondisi korban, kerusakan kendaraan yang tidak terduga, keadaan jalan, atau faktor lain yang harus diperiksa. Pasal 310 ayat (4) baru dapat diterapkan apabila bukti menunjukkan bahwa pengemudi tidak memenuhi standar kehati-hatian dan kelalaian itulah yang menyebabkan kematian.

61. Bagaimana penyidik memastikan bahwa penerapan Pasal 310 ayat (4) tetap didasarkan pada pembuktian unsur kelalaian?

Jawaban: Penyidik menguraikan tindakan konkret yang dianggap lalai, seperti tidak memperhatikan jalan, tidak mengantisipasi pejalan kaki, terlambat mengerem, atau gagal mengendalikan kendaraan. Uraian tersebut harus didukung saksi, kondisi tempat kejadian, kendaraan, dan visum. Dengan demikian, sangkaan tidak hanya menyebut korban meninggal, tetapi menjelaskan hubungan antara sikap pengemudi dan akibat yang terjadi.

62. Bagaimana penyidik menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan hak tersangka dalam proses penyidikan?

Jawaban: Kepentingan korban dijaga dengan penyidikan yang cepat, penjelasan perkembangan perkara, pengumpulan bukti kematian, dan upaya menentukan pihak yang bertanggung jawab. Hak tersangka dijaga melalui asas praduga tidak bersalah, pemeriksaan tanpa paksaan, bantuan hukum, dan kesempatan memberikan keterangan. Keseimbangan dicapai dengan menjadikan alat bukti sebagai dasar, bukan tekanan atau rasa iba kepada salah satu pihak.

63. Bagaimana penyidik menerapkan prinsip due process of law dalam penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas?

Jawaban: Due process of law diterapkan dengan menjalankan setiap tindakan berdasarkan kewenangan, membuat surat dan berita acara, menggunakan alat bukti yang sah, serta memenuhi hak tersangka. Penyitaan dilakukan dengan prosedur pengadilan, pemeriksaan didampingi penasihat hukum, dan berkas diuji oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara ini, penyidik tidak melakukan penahanan pada tahap penyidikan karena penahanan merupakan kewenangan yang digunakan berdasarkan kebutuhan, bukan kewajiban otomatis.

64. Apa evaluasi penyidik terhadap pelaksanaan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Mandailing Natal?

Jawaban: Pelaksanaan penyidikan secara umum dinilai cukup efektif karena tahapan utama telah dilaksanakan dan berkas perkara dinyatakan P-21. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah kecepatan dokumentasi tempat kejadian, ketersediaan bukti visual, sarana pengukuran dan penyimpanan, serta kemampuan teknis analisis kecelakaan. Koordinasi dengan rumah sakit, pengadilan, dan kejaksaan juga perlu terus dipercepat.

65. Apa upaya yang perlu dilakukan ke depan agar penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 310 ayat (4) menjadi lebih efektif?

Jawaban: Ke depan diperlukan peningkatan alat dokumentasi dan pengukuran, pelatihan analisis kecelakaan, penguatan fasilitas penyimpanan barang bukti, serta prosedur koordinasi yang lebih cepat dengan rumah sakit, pengadilan, dan kejaksaan. Penyidik juga perlu memperkuat dokumentasi digital dan pemeriksaan saksi sejak awal sebelum ingatan saksi berkurang. Dengan perbaikan tersebut, pembuktian kelalaian dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan akuntabel.
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